Menimbanfg a.

Méngihgat;- :

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
- PROVINSI JAWA TENGAH

_PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR R

'NOMOR 13 TAHUN 2017

o TENTANG

P ) 'ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018
DEN GAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

‘bahwa guna memenuh1 ketentuan Pasal 311 ayat (6) Undang-‘ o
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan- Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

o Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679), dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri = -
Dalam Negeri Nomor 31. Tahun 2016 tentang  Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 perlu disusun Anggaran. Pendapatan dan BelanJa S

Daerah Tahun Anggaran 2018; .
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang .

‘Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 L

- merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahah Daerah
Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara .
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah '
Kabupaten Karanganyar;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf adan hurufb -

di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

o Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 20 18

e
.

Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk ‘
‘Indonesia Tahun 1945; o
Undang-Undang = Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan
Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 385 1), :

A



io10.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara IR
‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 e
“Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286) o
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan_{; -
‘Negara - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 =
. Nomor 5 Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesmf»‘ .
- Nomor 4355) s R
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan' o
Pengelolaan dan Tanggung Jawab’ Keuangan Negara (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400] REE
. Undang-Undang Nomor 25 ' Tahun 2004 tentang Slstem‘ Lo
 Perencanaan Pernbangunan Nasxonal (Lembaran Negara Republik - B
' Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaha.n Lembaran Negara PR
- Republik Indonesia Nomor 4421), o
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Lo
- Keuangan antara Pemenntah Pusat ‘dan Pemerintahan Daerah
~(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 S
" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); =~ =
. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan -~
" Retribusi Daerah (Lembaran = Negara Republik Indonesia
'~~~ Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk o
- Indonesia Nomor 5049); : DR
Undang—Undang ‘Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan’\ PERETI
. ¢ Peraturan Perundang-undanga.n (Lembaran Negara Republik
¢ Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara S
_ Republik Indonesia Nomor 5234); = = e
» .Undang—Undang Nomor 23-Tahun 2014 tentang Pemermtahan*’,,' N
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2014
.. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesm S
- Nomor 5587), sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir =~ -
- ~dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan =~
~ Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
S Pemermtahan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
"~ Tahun 2015 Nomor 58, ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk

' Indonesia Nomor 5679);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 7. Tahun 1977 tentang Peraturan' o

. Gaji Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia -
" Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia
-+ Nomor 3098) sebagaimana ‘telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun - 2015 tentang -
' Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 =~ =
_ "Tahun - 1977 tentang Peraturan' Gaji Pegawai Negeri Sipil T

ARSI ER I ‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123; -

13,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan" |

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik:

.~ Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara -
' Republik Indonesia Nomor 4502), . sebagalmana telah diubah

- .dengan Peraturan Pemermtah Nomor 74 Tahun 2012 tentangf, -
-~ Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun - 2005 -

' tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

. Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
o Lembaran Negara Repubhk Indone81a Nomor 5340), o



18

RS 14 Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Danavvv‘ i

- Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

- 15.

~ Nomor 4575); o
Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang S1stem.",f' .

- Informasi ‘Keuangan ~ Daerah " (Lembaran - Negara Republik -

" Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara -
* Republik Indonesia Nomor 4576); T o
6. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan '

- Keuangan Daerah - (Lembaran Negara = Republik Indonesia

o Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o

" Indonesia Nomor 4578); S
/. Peraturan Pémerintah Nomor 65 ’l‘ahun 2005 tentang Pedoman o
e Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 -
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); -
Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman =

ﬁPernbmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan

_‘.?.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 |
- Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a. R

- Nomor 4593);

1.

‘Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  : .
~ Keuangan dan Kinerja - Instansi ‘Pemerintah (Lembaran Negara -

~ Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 4614); '

20
21

o2 |
"~ kepada Daerah " (Lembaran  Negara Republik  Indonesia

‘Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun" 2010 tentang Standar R
' Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia =
“ Tahun 2011 Nomor 123 ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk o
Indonesia Nomor 5165); o
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pm_]aman S
- Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2011
 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm .

'. Nomor 521 9);

Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hlbah

o Tahun 2012  Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

24. .
 Barang dan Jasa Pemenntah -sebagalmana telah  diubah

Indonesia Nomor 5272)

“Peraturan - Pemermtah Nomor 18 Tahun 20 17 tentang Hak ‘
~ Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan o
Perwakilan Rakyat. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia =
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repubhk RN

‘Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan'

beberapa kali - terakhir dengan Peraturan Presiden ‘Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden -

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa:, e

- Pemermtah AV

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR
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Menetapkan | PERATURAN DAERAH "TENTA
L _ ,:f » DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

MEMUTUSKAN R R IR T
NG ANGGARAN PENDAPATAN/

| Pasal 1.

- Anggaran Pendapétan dan Belan Ja Daerah Tahun Anggaran 2018'3;

1

,;_.>,»Surplus/ (Deﬁs“) ; .--,.::-(Rp-,_-59,7.044.5,00.000,00).-

‘yang selanjutnya dlsebut APBD adalah sebagai berikut :

o 2 - Pendapatan =~ . ~Rp 2.053.585.660. ooo'oo

Belanja. . : ~ Rp 2.150.630.160.000,00

.»:',Pemblayaan T PR
- a. Penerimaan 'Rp‘ 107.044.500.000,00

b Pengeluaran - Rp__ 10.000.000.000,00 el

Pernblayaan Netto . '.;_}'R'p 97. 044 soo ooo oo

S1sa Leb1h Pemb1ayaan Anggaran SR

- ,“}_:v(l)

o v,:; a. Pendapatan Ash Daerah :
~b. Dana Perimbangan

Pasal 2

dari: )
Rp 317 469. 444 000 00

~ ¢. Lain-lain Pendapatan

@

o huruf a terdiri dan _|en1s pendapatan . ST

. a. Pajak Daerah T »Rp 136 000 OOO 000,00
" b. RetribusiDaerah . Rp  23.162.915.000,00

'Daerah yang Sah A ‘Rp 388.672.812. 000,00 o
Pendapatan Asli Daerah sebaga.xmana dlmaksud pada ayat (1)1_ -

. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan ~ Rp - 13.054.053.000,00

' d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  Rp -145.252.476.000,00

Dana Perimbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b; B
~terdiri dari jenis pendapatan : B L v -

a. 'Dana Bagi Has11 Pajak/ Bagl Hasﬂ

b ‘Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus : R
Lain-lain Pendapatan Daerah’ yang sah sebagalmana dnnaksud  :;>
 pada ayat (1) huruf [ terd1r1 dan anlS pendapatan L Rt
Hibah e ‘Rp 77 660. 600 000 OO -

@

Ao srﬁsn

 Bukan Pajak NI : p} 36. 500 435 000 00 -
L Rp 1978.664.650.000,00
'Rp '332.278.319.000,00

Dana Darurat ':, ?_ - Rp - . 0,00

. Dana Penyesualan dan Otonom1

o e. Bantuan Keuangan dan Prov1n31 atau e o

Pendapatan Daerah sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 1 terdm

Rpl 347 443 404. 000 00 o

'Dana Bagi Hasil PaJak - Rp 103 533.194.000 o0

Khusus tpr 207 479 018. ooo oo A
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~ dari jenis pembiayaan :

@

- terdiri dari jenis pembiayaan :.

Pasal 3

(1) Belan_]a Daerah sebagalmana 'dlmaksud dalam Pasal 1 terdm

(2)

FR&e a0 o

O

dari:
a. Belan_]a Tidak Langsung , v Rpl 433.352. 831 OOO 00
b. Belanja Langsung =~ . Rp 717.277.329.000,00

Belanja Tidak Langsung sebagmmana dlmaksud d
huruf a terdiri dari j jenis belanja pada ayat ( 1)

Belanja Pegawai - Rp 1. 032 868 204.000,00
Belanja Bunga o o Rp - 0,00
Belanja Subsidi =~ : Rp 0,00
Belanja Hibah . Rp 82.315.056.000,00
Belanja Bantuan Sosial . Rp  4.625.000.000,00
Belanja Bagi Hasil - Rp  15.916.292.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Rp 295.128.279.000,00
. Belanja Tidak Terduga o Rp 2.500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis belanja :

‘a. Belanja Pegawai | - Rp,‘ © 30.972.762.100,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 454.111.597.098,00 . . -
c. Belanja Modal ~  Rp 232.192.969.802,00
: . Pasal 4
(1) Pemblayaan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terd1r1 -
~ dari: v
a. Penenmaan " - Rp 107 044.500.000,00 -
- b. Pengeluaran - - ~ Rp 10.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf a terdiri

 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

o ga e

‘Anggaran sebelumnya (SiLPA) - Rp 107 044 500. 000 1010
‘b. Pencairan danacadangan =~ -~ Rp | 0,00 -
c. Hasil penjualan kekayaan yang ' ‘
Dipisahkan Rp v 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah .= Rp N - 0,00
‘e. Penerimaan kembah pembenan L |
Pinjaman Rp - 0,00
Penerimaan piutang daerah : Rp. ' 0,00
Penarikan dari AMU Bank Jateng Rp 0,00
Sharing cadangan tujuan dan A :
Bank Jateng ' Rp 0,00

Pengeluaran sebagam-;ana d1maksud pada ayat (1) huruf b

" a. Pembentukan dana cadangan Rp ' - 0,00

~ b. Penyertaan modal/investasi ' . v
‘ Pemerintah Daerah - Rp ° 10.000.000.000,00
c. Pembayaraan pokokutang -~ Rp 0,00
d. Pemberian ijaman Daerah - Rp 0,00

e Pemberian pmjaman berguhr Dana

- Tunda Jual Rp” L 0,00

~ f. Pembayaran utang talangan LUEP

kepada Propinsi | Rp | | 0,00



Pasal 5

Uralan lebih lanjut APBD sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 1 |

tercantum dalam Lampiran yang meru :
pakan bagian
terpisahkan dari Peraturan Daerah i ini, terdiri dari : g1‘ yang Udak -

a.
b.

C$

5

o
.

(1)

(2)

Lampiranl  : Ringkasan APBD;

Lamplran I : Ringkasan =~ APBD  menurut . Urusan
'~ Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Lamplran III : Rincian APBD °  menurut Urusan

Pemerintahan - Daerah, Organisasi  SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; '

.Lampirap IV : Rekapitulasi ~ Belanja menurut

- Urusan Pemerintahan Daerah, Orgamsa31 SKPD,
- Program dan Keglatan, v

’Lampiran V. : Rekapitulasi ' Belanja Daerah | untuk’

- Keselarasan  dan Keterpaduan - Urusan
- Pemerintah Daerah . dan  Fungsi = dalam
- . Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; o
Lampiran VI : Daftar Jumlah ‘Pegawai Per Golongan dan
~ Per Jabatan; : :

Lampiran VII ; Daftar Piutang Daerah;

. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (mvestam) Daerah

Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan
- -Pengurangan Aset Tetap Daerah; ' '

Lampiran X : Daftar  Perkiraan  Penambahan  dan

Pengurangan Aset Lain-lain; _
Lampiran XI. : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
' . sebelumnya . yang ~belum diselesaikan
~ dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ‘
ini; .
Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan

. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obhga31 Daerah.

. Pasal 6
Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat mela.kukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. v
Keadaan darurat pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuh1

kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan norrnal dari aktivitas Pemerintah

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
'b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

" ¢. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan

e

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
- rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
‘Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan_
“belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga txdak mencukupi dapat /

'dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasxl penjadwalan ulang capaian
- - target kinerja program dan keglatan lainnya dalam tahun
- anggaran berjalan; dan/atau .

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.



-8 Pengeluaran sebagaimana dlrnaksud ‘pada ayat (1) terrnasuk =
belanja untuk keperluan mendesak.
. (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaumana
dimaksud pada ayat (5) mencakup : '
a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
, gnggarannya belum. tersedia dalam tahun anggaran bezjalan
v an . .
~ b. keperluan mendesak lamnya yang apabila dxtunda akan
menimbulkan kerugian yang leblh besar bagi Pemenntah
Daerah dan masyarakat :

_ - Pasal 7 :

o Bupat1 menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebaga1
 landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
- Belanja Daerah.

. Pasal 8 v ) . o
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berlaku sejak
1 Januari sampai dengan 31 Desember; 2018.

: Pasal 9
Peraturan Daerah ini mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangé‘m'
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar o
~ pada tanggal 22 Desember 2017 .
BUPATI KARANGANYAR,

| "TTD
‘ | JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar- : - o o

pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

’I‘TD
SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 13
NOREG PERATURAN, DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA

TENGAH : (13/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIS DAERAH KA SUPATEN KARANGANYAR :
/OgKepala\Bagl n Hukum,
t~
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